
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pembangunan nasional yang berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah 

memberikan amanat penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara 

proporsional serta diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan 

sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.  

 

Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya tidak terlepas persyaratan yang 

bersifat politis, di mana persyaratan ini menuntut tiga kondisi, yaitu pertama 

adanya political will dari pemerintah, yang bentuknya bermula dari sebuah 

pengakuan akan perlunya otonomi daerah, yang kemudian dibuktikan dengan 

adanya peraturan-peraturan dasar dan peraturan pelaksana, dan pada akhirnya 

dukungan dari pemerintah pusat; kedua adanya kekuatan ekonomi daerah, di mana 

dalam hal ini yang akan dipermasalahkan adalah sejauh mana daerah memberi 

sumbangan yang memadai bagi anggaran pendapatan dan belanja; penataan 

organisasi birokrasi dan sumber daya manusia. Ketiga adalah bersifat manajemen, 

di mana persyaratan ini menuntut tiga langkah yaitu reorientasi paradigma 
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pemerintah, restrukturisasi pemerintah, dan aliansi dengan organisasi-organisasi 

dalam masyarakat (Philipus M. Hadjon, 2005: 32). 

 

Otonomi daerah juga menuntut adanya kemampuan pemerintah daerah untuk 

menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada pemerintah 

pusat dan mempunyai kekuasaan di dalam menggunakan dana-dana tersebut untuk 

kepentingan masyarakat daerah, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensinya daerah harus mampu dan 

mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya. Tingkat kemandirian 

diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi 

derajat desentralisasi, semakin tinggi tingkat otonomi daerah, jika tidak besar 

kemungkinan akan digabung dengan daerah lain. Sebab tidaklah efektif bila 

daerah yang otonom selalu menggantungkan kehidupannya pada subsidi 

pemerintah pusat. 

 

Pemerintahan daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang 

dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Perangkat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan 

pengetahuan yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan 

strategis daerah, termasuk proses dan pengalokasian anggaran belanja daerah agar 

pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan 

secara efisien dan efektif.  

 

Menurut Baswir (2002: 12), otonomi daerah membawa implikasi bahwa 

penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di sisi lain 
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pembiayaan pembangunan secara bertahap akan menjadi beban pemerintah 

daerah. Sementara itu bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan hanya akan 

diberikan untuk menunjang pengeluaran pemerintah, khususnya untuk belanja 

pegawai dan program-program pembangunan yang hendak dicapai.  

 

Seiring dengan otonomi daerah perspektif perubahan yang diinginkan dalam 

pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan 

pemerintah daerah di antaranya adalah harus bertumpu pada kepentingan publik 

(public oriented), kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada 

umumnya, anggaran daerah pada khususnya, desentralisasi pengelolaan keuangan 

dan kejelasan peran partisipan yang terkait pengelolaan anggaran seperti DPRD, 

Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lain serta masyarakat.  

 

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali 

sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan 

sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

daerahnya. Ketergantungan daerah kepada pusat tidak lagi dapat diandalkan, 

sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan 

terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah 

sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. 

 

Kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam 

wadah PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan 

Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah. 
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Kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan PAD ini merupakan salah 

satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan keuangan suatu daerah. 

Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin besar 

kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerah sendiri dan semakin 

kecil ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. PAD merupakan sumber 

penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah 

sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, 

namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi 

derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. 

 

Menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, sumber PAD terdiri dari hasil retribusi daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, 

menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi 

daerah, PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk 

mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin 

besar PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan 

daerah kepada pusat. 

 

 Uraian di atas menunjukkan bahwa PAD merupakan masalah yang patut dicermati 

dalam kesiapan daerah menghadapi otonomi yang dilihat dari segi finansial, 

karena proporsi PAD relatif kecil apabila dibandingkan dengan proporsi bantuan 
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pemerintah pusat, sehingga perlu adanya upaya-upaya peningkatan PAD yang 

agar nantinya daerah akan mandiri dan mampu melepaskan diri dari 

ketergantungan bantuan dari subsidi pemerintah pusat. 

 

Upaya untuk menggali sumber-sumber PAD oleh Pemerintah Daerah 

dilaksanakan dengan mengoptimalisasikan perangkat Daerah. Menurut 

Pertimbangan Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat 

menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

pemerintahan daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu 

kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 

Kecamatan, dan Kelurahan. 

 

Dalam Pasal 1 Ayat (2) UU 32/2004 disebutkan bahwa Pemerintahan daerah 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

 

Selanjutnya menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 

2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
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luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

dengan berpedoman pada PP 41/ 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

Peraturan Daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok 

organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih 

lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota. 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, Pasal 12 

menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

mempunyai adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang 

Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

 

Menurut Pasal 13, dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan 

Laut 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan 

lingkup tugasnya 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan  
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4. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini di antaranya adalah tidak 

tercapainya target retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 

Tahun 2011-2013 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kota  

   Bandar Lampung Tahun 2011-2013 

 

No Tahun Target Realisasi Persentase 

1 2011 5.500.000.000 3.400.000.000 61.82 

2 2012 6.000.000.000 3.800.000.000 63.33 

3 2013 6.600.000.000 4.200.000.000 63.64 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2014 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas maka diketahui bahwa target retribusi parkir 

pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2013 belum 

tercapai. Pada tahun 2011 dari Rp 5,5 miliar yang ditargetkan hanya terealisasi Rp 

3,4 miliar atau 61.82%,  pada tahun 2012 dari Rp 6 miliar yang ditargetkan hanya 

terealisasi Rp 3,8 miliar atau 63.33% dan pada tahun 2013 dari Rp 6,6 miliar yang 

ditargetkan hanya terealisasi Rp 4,2 miliar atau 63.64%. Data ini menunjukkan 

bahwa diperlukan evaluasi terhadap pemungutan retribusi parkir oleh Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2014. 

 

Kendala lain yang dihadapi adalah manajemen perparkiran yang kurang baik, 

diduga adanya juru Parkir illegal yang tidak menyetorkan hasil pungutan parkir 

dari lapangan dan terjadinya praktik pembayaran parkir ganda yang dilakukan 

oleh Juru Parkit terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan parkir. Juru parkir 

belum mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna layanan parkir. 
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Selain itu, kondisi perparkiran yang tidak tertata dengan baik dan keterbatasan 

lahan parkir, sehingga sering menyebabkan terjadinya ketidak tertiban dan 

kemacetan lalu lintas di antaranya adalah di Pasar Bambu Kuning dan Pasar 

SMEP yang berpotensi dalam menghasilkan retribusi parkir. 

 

Berbagai kondisi perparkiran di atas perlu dievaluasi pemungutan retribusi parkir 

oleh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang 

selama ini telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, sehingga akan diperoleh 

suatu rekomendasi strategis guna peningkatan PAD Kota Bandar Lampung.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian ke dalam 

Tesis yang berjudul: ”Evaluasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Bagaimanakah evaluasi pemungutan retribusi parkir oleh 

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah?”  

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pemungutan Retribusi Parkir 

oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah  
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D. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

ilmiah dalam khazanah bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya berkaitan 

dengan Evaluasi Pemungutan Retribusi Parkir.  

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Dinas 

Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam menempuh berbagai upaya dalam 

Pemungutan Retribusi Parkir. 

 


